[ SALINAN ]

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
melindungi seluruh warganya dengan tujuan untuk
memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan
penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan umum;

bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis demografis
berpotensi terjadinya bencana, baik bencana yang
disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun
faktor manusia seperti tanah longsor, kekeringan, angin
topan dan lainnya;

bahwa bencana sebagaimana dimaksud huruf b, menuntut
peran Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan
pemberian bantuan kepada korban bencana sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Bantuan Sosial Bagi Korban
Bencana;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pemibnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI
KORBAN BENCANA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKAD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada  pemerintah daerah  selaku  pengguna
anggaran/barang.
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Bagian Kedua
Asas Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 2

Pemberian Bantuan Sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.
b.
C.

d.

kewenangan Pemerintah Daerah;

pemberian Bantuan Sosial;

tata cara penyampaian usulan dan penganggaran; dan
sumber dana dan besarnya Bantuan Sosial.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota atau
kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5
Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
meliputi:
a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang

(1)

(2)

(3)

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain
yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 6

Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
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ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), selain dapat diberikan kepada anggota
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, dapat
juga diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang memenuhi syarat
dan kriteria yang berlaku, seperti:

a. keluarga atau individu korban bencana banjir, korban bencana angin puting
beliung, dan korban bencana tanah longsor; dan/atau

b. keluarga atau individu korban musibah kebakaran, dan korban musibah
tenggelam di sungai.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Bantuan Sosial diberikan untuk membantu meringankan beban
masyarakat melalui peningkatan, perbaikan, atau pemeliharaan sarana
dan prasarana serta santunan bagi korban bencana yang disesuaikan
dengan kriteria.

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan
untuk korban bencana dengan sasaran prioritas untuk penyelesaian
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, santunan duka cita
bagi korban meninggal dunia, serta santunan kecacatan diberikan kepada
korban yang mengalami kecacatan fisik.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 9

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan;
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Bupati.
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Bagian Ketiga
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 10

Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
penerima Bantuan Sosial.

Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Anggota atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada
Bupati, dengan tembusan kepada PPKAD apabila Bantuan Sosial berupa
uang, dan tembusan Kepala SKPD terkait apabila Bantuan Sosial berupa
barang.

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat:

a. keterangan jelas identitas pengusul,

b. keterangan jelas domisili/alamat;

c. besar Bantuan Sosial atau jenis barang Bantuan Sosial yang diusulkan;

d. tujuan penggunaan; dan

e. hasil atau manfaat yang akan dicapai.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemberian Bantuan
Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

(1)

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13
Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan

Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKAD dengan tembusan kepada
SKPD terkait.
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(2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan
Sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 15

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2) terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan
usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER DANA DAN BESARNYA BANTUAN SOSIAL

Pasal 16

Sumber dana Bantuan Sosial akibat bencana berasal dari APBD Tahun
Anggaran berjalan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Masyarakat penerima Bantuan Sosial akibat bencana disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah dan kondisi ekonomi korban bencana.

Pasal 18

Perbaikan kerusakan sarana prasarana, fasilitas umum dan santunan duka
cita serta santunan kecacatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan
perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai Bantuan Sosial
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP / TTD
H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD
H. SUYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 13.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 13,180/2017).

S="NIP. 19660170 198602 1003
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

UMUM

Kombinasi berbagai karakter geografis, klimatologis, geologis dan
demografis, menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu
kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan potensi ancaman
bencana yang cukup kompleks. Secara historis, kejadian bencana terus
terjadi secara berulang di beberapa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bencana mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa
manusia, harta benda, dan kerusakan prasarana dan sarana. Kerugian
harta benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan
diperlukan dana yang cukup besar pula untuk pemulihannya.

Ketika bencana muncul, suatu masyarakat yang menjadi korban
sangat membutuhkan bantuan dari pihak luar. Bantuan yang diberikan
kepada masyarakat yang terkena bencana sangat bernilai tinggi dan
bermanfaat. Pelajaran yang dipetik dari pemberian bantuan di daerah
selama ini adalah diperlukannya suatu dasar hukum yang mengatur fungsi
dan peran berbagai pihak terkait dalam pemberian Bantuan Sosial. Dengan
ini diharapkan dapat dikurangi kegamangan pemerintah, mendorong
koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan
yang lebih efektif. Peraturan Daerah adalah salah satu jalan keluar yang
dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan
koordinasi, mis-komunikasi, dan pemberian Bantuan Sosial yang tepat
sasaran dan berimbang.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-
ketentuan pokok sebagai berikut :
kewenangan pemerintah daerah;
pemberian bantuan sosial,
tata cara penyampaian usulan dan penganggaran;
monitoring dan evaluasi;
sumber dana dan besarnya bantuan sosial; dan
ketentuan peralihan.

e a0 TP

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan asas :
- keadilan adalah harus menekankan pada aspek pemerataan,
tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan
dengan wajar dan proporsional
Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Yang dimaksud sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 12
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